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ABSTRAK

Pada masa orde baru telah terjadi ketimpangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah meskipun pada saat itu telah diberlakukan peraturan
undang-undang terkait otonomi daerah. Permasalahan ketimpangan tersebut
dinilai sebagai pangkal dari timbulnya krisis saat itu. Akhirnya pada tahun 1999
pemerintah menerbitkan dua undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi
daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian
diamandemen menjadi UU No. 32 da 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Perimbangan Keuangan Daerah. Selama tahun 2010-2014, alokasi dana
perimbangan meningkat rata-rata sebesar 10,8% per tahun, sedangkan pada tahun
2015 diperkirakan meningkat 9,4% dari tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
tahun 2009-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan Kementrian Keuangan RI. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel analisis
fixed effect model.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2009 hingga tahun
2014, untuk pertumbuhan ekonomi keseluruhan variabel berupa Desentralisasi
Fiskal (DF), kemiskinan (POV) memiliki pengaruh yang signifikan dan sesuai
hipotesis penelitian, kecuali variabel pengangguran (UE) . Adapun pada Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) keseluruhan variabel berupa Desentralisasi Fiskal
(DF), ketimpangan (Gl), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Rata-rata tiap variabel telah berpengaruh signifikan dan sesuai dengan
hipotesis penelitian, kecuali variabel Dana Bagi Hasil (DBH).

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan
Ekonomi



Abstrac

In the new order, the financial imbalances have occurred between the
central government and regional governments although at the time it was enacted
regulatory laws relating to regional autonomy. The problem of inequality is
considered as the base of the onset of the current crisis. Finally in 1999 the
government passed two laws on regional autonomy,Undang-Undang No. 22 Years
1999 and Undang-Undang No. 25 Years 1999 were revised by Undang-Undang
No. 32 and 33 Years 2004 concerning Local Government and Regional Financial
Balance. During 2010-2014, the allocation of Fund Balance increased by an
average of 10,8% per year, whereas in 2015 are expected to increase 9,4% from
2014.

This study aimed to analyze the effect of fiscal decentralization on public
investment, economic growth and regional development performance in Indonesia
in 2009-2014. The data used in this research is secondary data obtained from the
Central Bureau of Statistics and the Ministry of Finance. The method used in this
study using fixed effect models panel data regression analysis .

The results showed that in the period 2009 to 2014, the variable fiscal
decentralization on economic growth performance together significant and
positive impact except Unemployement (UE) variable, then for Human
Development Index (HDI) variable, performance significant except one variable.

Keywords: Economic Growth ,Fiscal Decentralization, Human Development
Index
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Sejauh ini pembicaraan kita mengenai keuangan negara dan kebijakan
fiskal selalu dihubungkan dengan satu tingkat pemerintahan namun belum jelas
tingkat pemerintahan yang mana. Sesungguhnya tingkat pemerintahan itu
dibedakan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan pembagian
daerah administrasi tersebut, maka mau tidak mau dituntut adanya sistem
keuangan negara yang akan dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan
pembangunan, terutama penyediaan jasa-jasa publik (Suparmoko, 2000: 307-308).

Setiap daerah memiliki corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda.
Dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah yang perlu diketahui
adalah karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah tersebut. Di Indonesia, selama
masa orde baru telah terjadi ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah meskipun pada saat itu telah diberlakukan peraturan undang-
undang terkait otonomi daerah. Permasalahan ketimpangan tersebut dinilai
sebagai pangkal dari timbulnya krisis saat itu. Akhirnya pada tahun 1999
pemerintah menerbitkan dua undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi
daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian
diamandemen menjadi UU No. 32 da 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Perimbangan Keuangan Daerah (Situngkir, 2014: 126).

Sejak awal dibentuknya Undang-Undang terkait pelaksanaan otonomi

daerah, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi terjadinya



ketimpangan di daerah. Oleh sebab itu, dana transfer ke daerah selalu meingkat
dari tahun ke tahun. Dalam laporan Nokta Keuangan Kementrian Keuangan
memaparkan bahwa selama tahun 2010-2014, alokasi dana perimbangan
meningkat rata-rata sebesar 10,8% per tahun, sedangkan pada tahun 2015
diperkirakan meningkat 9,4% dari tahun 2014. Selain itu, realisasi penerimaan

pemerintah daerah terhadap penerimaan pemerintah pusat cenderung meningkat.

300.00
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150.00 -7_4/212.45
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Gambar 1.1

Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah atas Pemerintah Pusat

Sumber: Kementerian Keuangan, 2015 (diolah kembali)

Gambar 1.1 bahwa dalam kurun waktu 2009-2014, penerimaan daerah
atas pusat terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2014 mengalami
penurunan. Dalam pengalokasian anggaran per daerah, ada komponen dana
perimbangan mempunyai konsep trilogi perimbangan. Konsep anggaran ini
mempunyai arti bahwa tiga komponennya mempunyai hubungan yang erat satu
dengan lainnya. Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan untuk mengurangi
kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Alokasi
Umum (DAU) dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar
pemerintah daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk

daerah-daerah yang masih kekurangan dana untuk membiayai kebutuhan



daerahnya setelah memperhitungkan DBH dan DAU yang diterimanya (Nokta
Keuangan RAPBN, 2015: 385).

Adapun indikator lain untuk mengukur level desentralisasi adalah rasio
total Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan pemerintah
masing-masing daerah. Selain itu dapat digunakan juga dengan mengukur total
PAD terhadap pengeluaran pemerintah di masing-masing daerah atau mengukur
total rasio PAD terhadap pendapatan dan perimbangan (Akai dan Sakata, 2002,
dalam Hariyanto, 2012: 39).

Jika dilihat dari sisi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang
cenderung menurun, namun ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebabnya.
Sejak tahun 2012, perekonomian Indonesia telah mengalami banyak gejolak. Pada
tahun 2013, pertumbuhan PDB turun menjadi di bawah 6% untuk pertama kalinya
sejak  krisis keuangan global dan selama tahun 2014 pertumbuhan masih
melambat. Meskipun dengan adanya perlambatan tersebut, pertumbuhan ekonomi

Indonesia telah melampaui negara-negara lain di ASEAN (Survey OECD, 2015:

5).
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Gambar 1.2
Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-
2014 (%)

Sumber: BPS Pusat, 2014 (telah diolah kembali)



Pertumbuhan ekonomi di Indonesia digambarkan dengan pertumbuhan
PDB Nasional atas dasar harga konstan. Seperti yang dijelaskan dalam publikasi
Bank Dunia sebelumnya, bahwa salah satu penyebabnya adalah inflasi, dimana
pada tahun 2008 terjadi krisis global saat itu. Meski pada tahun 2010
pertumbuhan ekonomi meningkat, namun pada tahun 2011-2014 terus mengalami
penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa, antara transfer dana dari pemerintah pusat
ke daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional belum berjalan sejalan.
Meski tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi ketimpangan antar
daerah sehingga mendorong perekonomian nasional, namun faktanya belum dapat

terlaksana sepenuhnya.

Penelitian sebelumnya telah menjelaskan bagaimana pengaruh
desentralisasi fiskal secara makro. Sendie (2013) yang meneliti tentang pengaruh
desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Timur
memberikan hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan
mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini
berbeda hasilnya dengan Mulyono (2012) yang meneliti tentang dampak
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia yang
menunjukkan hasil bahwa daerah dengan transfer dari pemerintah pusat yang

tinggi akan memperburuk indikator kesejahteraan dan perekonomiannya.

Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas mengenai pengaruh
desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan, penelitian ini
bermaksud untuk menganalisis kondisi tersebut dengan memilih judul penelitian
“Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”. Penelitian mengambil tahun



objek penelitian dari tahun 2009-2014. Alasan diambilnya objek tersebut adalah
karena berdasarkan laporan Bank Dunia, pada tahun 2009 dimana setelah
terjadinya krisis secara global meskipun laju pertumbuhan Indonesia terus
mengalami penurunan, tetapi jika dibandingkan negara-negara ASEAN, Indonesia

mengalami laju pertumbuhan ekonomi paling baik, yaitu rata-rata 6%.

1.2.  Rumusan Masalah

Secara umum, desentralisasi fiskal menghendaki adanya devolusi antar
jenjang pemerintah dari peran keuangan. Sebagian ahli menyatakan bahwa
sasaran utama desentralisasi fiskal adalah dapat membantu pertumbuhan ekonomi
serta merupakan solusi dalam mengatasi ketidakstabilan makroekonomi, dan
ketidakefisienan pemerintahan. Dana transfer ke daerah selalu meningkat dari
tahun ke tahun. Peningkatan dana transfer ke daerah tersebut mempengaruhi
kapasitas belanja daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya belanja daerah.
Selama tahun 2010-2014, alokasi dana perimbangan meningkat rata-rata sebesar
10,8% per tahun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat 9,4% dari
tahun 2014 .

Namun, kondisi tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di
Indonesia yang justru menurun setiap tahunnya diakibatkan oleh tingginya inflasi.
Sejak tahun 2012, perekonomian Indonesia telah mengalami banyak gejolak. Pada
tahun 2013, pertumbuhan PDB turun menjadi di bawah 6% untuk pertama kalinya
sejak  krisis keuangan global dan selama tahun 2014 pertumbuhan masih
melambat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh variabel kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi
di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh variabel pengangguran terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat indeks
pembangunan manusia di Indonesia?

5. Bagaimana pengaruh variabel ketimpangan terhadap tingkat indeks
pembangunan manusia di Indonesia?

6. Bagaimana pengaruh variabel Dana Bagi Hasil terhadap tingkat indeks
pembangunan manusia di Indonesia?

7. Bagaimana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat
indeks pembangunan manusia di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis
Perbandingan Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi,

dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi
di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh variabel kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi
di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh variabel pengangguran terhadap pertumbuhan

ekonomi di Indonesia?



4. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat indeks
pembangunan manusia di Indonesia?

5. Bagaimana pengaruh variabel ketimpangan terhadap tingkat indeks
pembangunan manusia di Indonesia?

6. Bagaimana pengaruh variabel Dana Bagi Hasil terhadap tingkat indeks
pembangunan manusia di Indonesia?

7. Bagaimana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat

indeks pembangunan manusia di Indonesia?

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan tentang
studi kebijakan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).

b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap
kinerja kebijakan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal sehingga dapat
membuat kebijakan yang mampu mendorong kebijakan desentralisasi fiskal
agar dapat optimal pemanfaatannya.

c. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan referensi dalam wacana otonomi daerah dan kebijakan keuangan
daerah sehingga diharapkan dapat ikut mengisi ruang yang masih cukup
lebar bagi penelitian kebijakan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal

dalam kasus antar Provinsi.



1.4. Sistematika Penelitian

Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab,
masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan merupakan titik tolak dan menjadi acuan dalam proses
penelitian yang dilakukan. Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang
yang menguraikan isu dan beberapa fenomena pertumbuhan ekonomi nasional
dan regional. Selanjutnya rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang
dicarikan penyelesaiannya melalui penelitian ini dan dilanjutkan dengan tujuan
dan manfaat penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian ini. Bab ini diakhiri
dengan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penelitian.

Bab Il Landasan Teori memuat tinjauan pustaka dan hasil-hasil penelitian
sejenis yang pernah dilakukan guna mengetahui posisi penelitian. Bab ini juga
mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab 11l Metode Penelitian berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitan
akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian,
definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode
analisis.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan, pada permulaan akan digambarkan
secara singkat keadaan geografis, demografis, dana perimbangan, pendapatan asli
daerah, perekonomian, dan kesejahteraan. Kemudian, bab ini dilanjutkan dengan
hasil analisis penelitian dan pembahasan dari pengolahan data. Hasil penelitian
adalah jawaban atas seluruh pertanyaan penelitian yang telah disebutkan di BAB



Bab V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban
akhir dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini juga disampaikan
saran serta masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian
ini. Saran atau implikasi kebijakan yang dapat diturunkan berdasarkan temuan

utama penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Transfer ke daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang terdiri atas Dana
Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY, serta
dana transfer Lainnya. Dana transfer ke daerah selalu meningkat dari tahun ke
tahun. Peningkatan dana transfer ke daerah tersebut mempengaruhi kapasitas
belanja daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya belanja daerah. Selama
tahun 2010-2014, alokasi Dana Perimbangan meningkat rata-rata sebesar
10,8% per tahun, sedangkan pada tahun 2015 diperkirakan meningkat 9,4%
dari tahun 2014. Salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditiap daerah di Indonesia, sehingga
timbul harapan besar bahwa desentralisasi fiskal akan memberi manfaat
seperti perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
pengentasan kemiskinan, manajemen ekonomi makro yang lebih baik, serta

sistem tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan tentang Pengaruh
Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks

Pembangunan Manusia di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan, selain tujuan dari

desentralisasi fiskal tersebut juga karena dengan adanya desentralisasi
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fiskal diharapkan pemerintah daerah mampu memaksimalkan anggarannya
guna mendorong pembangunan ekonomi yang juga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomu tiap daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi di
Indonesia akan turut meningkat.

. Variabel kemiskinan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan
desentralisasi fiskal dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk
meningkatkan sektor-sektor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi
seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Selain itu, itu persaingan
antar daerah juga memacu pemerintah daerah untuk menyelenggarkan
pelayanan dengan biaya yang minimum, dan mendorong terjadi efisiensi
produksi. Ini merupakan argumen yang mendukung pandangan bahwa
desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Hipotesis
Peningkatan Produktivitas (productivity enhancement hypothesis).

. Variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Todaro (2006: 119) berpendapat
bahwa hal tersebut bergantung pada kemampuan sistem perekonomian
dalam menyerap dan memperkerjakan secara produktif tambahan tenaga
kerja tersebut. Kemampuan ini sangat berhubungan dengan tingkat jenis
akumulasi modal serta ketersediaan lapangan kerja maupun keterampilan
manajerial dan administratif. Meskipun juga pertumbuhan penduduk yang
kemudian diikuti dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, secara

tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang
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pertumbuhan ekonomi, karena juga berarti akan banyak pekerja yang
produktif sehingga meningkatkan potensial pasar domestik.

. Variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Meski selama kurun
waktu 2014 IPM di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan yakni
sebesar 0,27 dari tahun sebelumnya ada banyak faktor selain desentralisasi
fiskal yang dapat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya IPM
tersebut. Faktor-faktor tersebut seperti faktor pembangunan kemiskinan,
pendidikan, dan kesehatan, yang dapat ditingkatkan melalui kebijakan
desentralisasi fiskal. Karenanya, desentralisasi fiskal tidak berpengaruh
secara langsung terhadap IPM.

. Variabel ketimpangan (GI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
Indeks Pembangunan Manusia. Ketimpangan yang merupakan salah satu
faktor kontrol pembangunan menjadi hal yang diperhatikan dalam
pembangunan. Jika ketimpangan suatu daerah menurun, maka hal tersebut
menandakan bahwa pembangunan dalam suatu daerah dapat dikatakan
baik.

. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Karena Dana Bagi Hasil
merupakan komponen dana perimbangan yang berarti bahwa kewenangan
daerah tidak optimal karena adanya campur tangan pemerintah pusat.
Sehingga dana yang digunakan pun akan dibatasi sesuai dengan presentasi

yang ditentukan pemerintah.
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7. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sebagaimana tujuan
desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah.
Melalui kebijakan ini, daerah mampu memanfaatkan sumber daya secara
maksimal. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah pun akan turut meningkat.

5.2. Keterbatasan

1. Data yang ada seringkali tidak konsisten dalam penyajiannya
seringkali menunjukkan angka yang berbeda padahal dalam kurun
waktu yang sama, disebabkan adanya metode baru dalam perhitungan
statistik sehingga menyulitkan peneliti untuk mengambil data mana
yang digunakan.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi, maka
disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna dalam memaksimalkan

fungsi desentralisasi fiskal, di antaranya adalah sbb:

1. Tiap daerah hendaknya mengoptimalkan APBD untuk membantu
membangun UMKM di masyarakat guna mengurangi tingkat
pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

2. Setiap daerah di Indoesia masing-masing memiliki potensi sumber
daya alam yang tinggi, sehingga sebaiknya pemerintah lebih
memperhatikan daerah dari potensi daerah terlebih dahulu,
terutama pada daerah yang masih tertinggal namun dengan sumber

daya alam yang menjanjikan. Upaya tersebut salah satunya dapat
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dilaksanakan dengan cara peningkatan sumber daya manusia.
Sehingga nantinya pembangunan dapat lebih merata.

. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk
mengurangi korupsi yang terjadi di daerah sehingga menimbulkan
kerugian pada negara. Karena kebijaka desentralisasi fiskal
memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk mengelola
keuangan daerah, sehingga tanpa pengawasan yang ketat akan
memberikan peluang besar untuk korupsi. Indonesian Corruption
Watch (ICW) mencatat ada 183 Kepala Daerah yang menjadi
tersangka korupsi, 110 di antaranya adalah Bupati sepanjang tahun

2010-2015.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
TERJEMAHAN
No | Halaman | Nama Surat dan Terjemahan
Ayat
1. |26 QS. An-Nahl: 90 Sesungguhnya Allah menyuruj (kamu)

berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi bantuan kepada kerabat, dan
(Dia) melarang perbuatan Keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.

2 |38 QS.Al-Hadid: 7 Berimanlah kamu kepada Allah dan
Rasul-N ya dan infakkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari harta yang Dia
telah  menjadikan kamu sebagai
penguasanya (amanah). Maka orang-
orang yang beriman di antara kamu
dan menginfakkan (hartanya di jalan
Allah) memperoleh pahala yang besar.




LAMPIRAN I1

STATISTIK DESKRIPTIF (SPSS 15)

1. Pertumbuhan Ekonomi

96

N Range | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation
FORB 198 17567159 | 46912 (17614071 | 2322488 | 336,0651865
POV 198 0 35 o 13211 12839
UE 198 134 1,83 1497 | 60847 201376
Valid N (listwise) 198
2. Indeks Pembangunan Manusia
K Range Minimum | Maximum Mean Std. Deviation
IPM 198 2394 54,45 78,39 | 675646 448063
DF 198 381 - 181 201 02330 037359
PAD 198 (31209771 64445 (31274216 | 2426 269 | 4273144140
DEH 198 | 1126391 |15722268 | 1127964 | 8792032 | 1766851978
Gl 198 19 27 46 3671 04027
Valid N (listwize) 198




LAMPIRAN 111

1.

Data APBD DAU dan DAK 2009-2014 (Dalam Milyar Rupiah)

Provinsi Periode | APBD DAU DAK DAU+DAK
Nangroe_Aceh_Darussalam 2009 | 6042.47 509.69 48.19 557.88
Sumatera_Utara 2009 | 3212.56 761.05 46.30 807.35
Sumatera_Barat 2009 | 2026.24 648.94 47.18 696.12
Riau 2009 | 3231.91 171.85 0.00 171.85
Kepulauan_Riau 2009 | 1459.00 403.13 20.93 424.06
Jambi 2009 | 1353.90 473.51 35.12 508.63
Sumatera_Selatan 2009 | 2397.69 507.36 0.00 507.36
Bangka_Belitung 2009 804.85 407.99 45.56 453.56
Bengkulu 2009 914.36 487.34 53.28 540.62
Lampung 2009 | 1742.39 628.51 40.02 668.52
DKI_Jakarta 2009 | 19251.89 0.00 0.00 0.00
Banten 2009 | 2436.10 361.30 32.12 393.42
Jawa_Barat 2009 | 7785.89 984.30 0.00 984.30
Jawa_Tengah 2009 | 5696.66 | 1130.74 3.44 1134.18
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2009 | 1286.07 523.92 33.41 557.33
Jawa_Timur 2009 | 7827.69 | 1184.48 18.00 1202.48
Bali 2009 | 1902.23 471.79 36.11 507.90
Nusa_Tenggara_Timur 2009 | 1023.51 652.76 59.73 712.49
Nusa_Tenggara_Barat 2009 | 1173.51 554.43 48.02 602.46
Kalimantan_Barat 2009 | 1577.89 744.83 53.31 798.15
Kalimantan_Tengah 2009 | 1367.41 694.82 59.30 754.12
Kalimantan_Selatan 2009 | 2109.41 484.06 43.35 527.41
Kalimantan_Timur 2009 | 5348.93 18.16 3.81 21.97
Sulawesi_Utara 2009 | 1023.35 558.63 52.88 611.51
Gorontalo 2009 561.19 388.33 51.35 439.67
Sulawesi_Tengah 2009 | 1052.33 629.40 60.06 689.45
Sulawesi_Barat 2009 554.24 391.05 66.05 457.10
Sulawesi_Selatan 2009 | 2175.75 663.42 44.85 708.27
Sulawesi_Tenggara 2009 | 1030.72 589.84 56.32 646.16
Maluku 2009 | 1008.73 578.16 68.27 646.43
Maluku_Utara 2009 685.77 458.51 83.66 542.17
Papua 2009 | 6012.82 | 1058.23 81.27 1139.50
Papua_Barat 2009 | 2822.59 595.76 68.58 664.34
Nangroe_Aceh_Darussalam 2010 | 6967.82 621.07 43.42 664.49
Sumatera_Utara 2010 | 3885.64 812.75 29.14 841.89
Sumatera_Barat 2010 | 1920.97 662.40 14.42 676.82
Riau 2010 | 4346.85 58.87 22.37 81.24
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Kepulauan_Riau 2010 | 1853.59 310.16 4.56 314.72
Jambi 2010 | 1640.19 488.74 20.03 508.77
Sumatera_Selatan 2010 | 3224.16 512.08 17.81 529.89
Bangka_Belitung 2010 848.03 410.64 8.07 418.71
Bengkulu 2010 | 1000.86 523.04 20.98 544.03
Lampung 2010 | 2091.68 643.38 27.57 670.95
DKI_Jakarta 2010 | 23025.99 0.00 0.00 0.00
Banten 2010 | 3139.44 381.98 13.66 395.64
Jawa_Barat 2010 | 9742.19 | 1086.12 38.57 1124.69
Jawa_Tengah 2010 | 6626.32 | 1168.79 28.30 1197.09
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2010 | 1374.21 527.47 11.38 538.86
Jawa_Timur 2010 | 9980.54 | 1212.93 56.98 1269.92
Bali 2010 | 2237.71 489.94 8.35 498.29
Nusa_Tenggara_Timur 2010 | 1088.07 674.64 30.25 704.89
Nusa_Tenggara_Barat 2010 | 1272.22 573.07 24.76 597.83
Kalimantan_Barat 2010 | 1778.93 755.12 29.62 784.74
Kalimantan_Tengah 2010 | 1555.43 707.88 32.30 740.18
Kalimantan_Selatan 2010 | 2279.78 458.07 19.84 477.91
Kalimantan_Timur 2010 | 7044.56 0.16 33.64 33.81
Sulawesi_Utara 2010 | 1158.67 558.78 17.44 576.22
Gorontalo 2010 593.42 400.75 10.73 411.49
Sulawesi_Tengah 2010 | 1177.61 659.33 28.60 687.93
Sulawesi_Barat 2010 610.38 405.75 17.53 423.28
Sulawesi_Selatan 2010 | 2564.08 706.28 29.28 735.55
Sulawesi_Tenggara 2010 | 1055.17 595.76 24.03 619.79
Maluku 2010 952.66 607.57 32.77 640.34
Maluku_Utara 2010 695.83 479.48 26.39 505.87
Papua 2010 | 5661.74 | 1148.50 75.06 1223.55
Papua_Barat 2010 | 3407.80 605.79 21.76 627.54
Nangroe_Aceh_Darussalam 2011 | 7610.32 716.65 50.61 767.26
Sumatera_Utara 2011 | 4958.48 948.87 38.49 987.35
Sumatera_Barat 2011 | 2071.16 764.68 40.73 805.41
Riau 2011 | 5440.44 380.05 56.82 436.87
Kepulauan_Riau 2011 | 1876.88 395.75 21.90 417.65
Jambi 2011 | 2078.81 583.88 24.74 608.62
Sumatera_Selatan 2011 | 3963.98 646.81 32.29 679.10
Bangka_Belitung 2011 | 1193.50 481.59 17.88 499.47
Bengkulu 2011 | 1166.98 607.39 36.61 644.00
Lampung 2011 | 2527.99 769.97 42.21 812.18
DKI_Jakarta 2011 | 28297.36 209.91 0.00 209.91
Banten 2011 | 3755.61 460.38 45.18 505.56
Jawa_Barat 2011 | 11053.86 | 1181.55 45.76 1227.32
Jawa_Tengah 2011 | 7547.67 | 1276.18 51.79 1327.97
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Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2011 | 1604.91 620.81 19.49 640.30
Jawa_Timur 2011 | 11493.38 | 1347.50 55.03 1402.53
Bali 2011 | 2662.08 560.67 15.92 576.59
Nusa_Tenggara_Timur 2011 1324.47 752.06 47.40 799.46
Nusa_Tenggara_Barat 2011 | 1689.35 646.67 45.96 692.64
Kalimantan_Barat 2011 | 2202.22 845.48 38.37 883.85
Kalimantan_Tengah 2011 | 1921.94 795.82 51.92 847.73
Kalimantan_Selatan 2011 | 3148.04 504.88 37.25 542.12
Kalimantan_Timur 2011 | 9817.10 51.45 38.19 89.63
Sulawesi_Utara 2011 | 1365.71 619.71 29.29 649.00
Gorontalo 2011 697.58 461.12 28.06 489.18
Sulawesi_Tengah 2011 | 1410.59 743.16 38.18 781.34
Sulawesi_Barat 2011 718.87 441.58 35.86 477.44
Sulawesi_Selatan 2011 | 3110.57 816.76 41.89 858.64
Sulawesi_Tenggara 2011 1288.98 700.84 33.80 734.64
Maluku 2011 | 1138.19 703.99 44.66 748.65
Maluku_Utara 2011 936.79 540.39 51.23 591.62
Papua 2011 | 6227.55| 1276.29 72.12 1348.40
Papua_Barat 2011 | 3699.88 700.44 40.54 740.98
Nangroe_Aceh_Darussalam 2012 | 9180.14 911.08 50.41 961.49
Sumatera_Utara 2012 | 7201.84 | 1103.39 41.63 1145.02
Sumatera_Barat 2012 | 2922.58 918.56 32.50 951.06
Riau 2012 | 6847.32 489.18 62.49 551.67
Kepulauan_Riau 2012 | 2473.41 460.86 23.17 484.02
Jambi 2012 | 2654.69 731.95 33.11 765.06
Sumatera_Selatan 2012 | 5223.88 716.15 45.40 761.55
Bangka_Belitung 2012 | 1384.94 634.09 25.14 659.22
Bengkulu 2012 | 1562.53 775.31 28.62 803.93
Lampung 2012 | 3724.00 939.14 31.09 970.23
DKI_Jakarta 2012 | 35379.18 275.33 0.00 275.33
Banten 2012 | 5413.71 530.83 29.69 560.52
Jawa_Barat 2012 | 16878.13 | 1269.96 48.36 1318.32
Jawa_Tengah 2012 | 11694.48 | 1516.89 50.63 1567.52
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2012 | 2171.73 757.06 19.05 776.11
Jawa_Timur 2012 | 15543.04 | 1491.56 53.49 1545.05
Bali 2012 | 3633.13 694.08 34.03 728.10
Nusa_Tenggara_Timur 2012 | 2241.54 940.65 57.09 997.74
Nusa_Tenggara_Barat 2012 | 2242.82 809.62 53.33 862.94
Kalimantan_Barat 2012 | 293291 | 1023.23 4391 1067.14
Kalimantan_Tengah 2012 | 2514.03 951.26 50.18 1001.44
Kalimantan_Selatan 2012 | 4381.61 652.54 38.85 691.38
Kalimantan_Timur 2012 | 11886.47 52.64 34.62 87.25
Sulawesi_Utara 2012 | 1834.91 790.53 43.54 834.07
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Gorontalo 2012 933.17 582.14 24.01 606.15
Sulawesi_Tengah 2012 | 1962.39 902.09 43.24 945.32
Sulawesi_Barat 2012 959.03 590.68 36.79 627.47
Sulawesi_Selatan 2012 | 4433.96 996.94 42.77 1039.71
Sulawesi_Tenggara 2012 | 1811.98 | 870.2579 34.66 904.92
Maluku 2012 | 1436.65 829.49 38.06 867.55
Maluku_Utara 2012 | 1196.75 703.16 37.86 741.02
Papua 2012 | 7462.04 | 1569.78 106.19 1675.97
Papua_Barat 2012 | 3873.39 901.40 38.63 940.03
Nangroe_Aceh_Darussalam 2013 | 10671.83 | 1092.45 75.15 1167.59
Sumatera_Utara 2013 | 7397.99 | 1223.45 54.82 1278.27
Sumatera_Barat 2013 | 3147.84 | 1039.92 63.94 1103.86
Riau 2013 | 6994.65 726.63 38.74 765.37
Kepulauan_Riau 2013 | 2843.72 656.07 36.67 692.74
Jambi 2013 | 2886.31 836.58 53.33 889.91
Sumatera_Selatan 2013 | 5468.14 870.52 25.19 895.71
Bangka_Belitung 2013 | 1529.11 717.14 44.17 761.31
Bengkulu 2013 | 1696.37 854.65 51.59 906.24
Lampung 2013 | 3901.95 | 1060.66 60.11 1120.77
DKI_Jakarta 2013 | 39517.54 299.18 0.00 299.18
Banten 2013 | 6230.23 617.08 10.60 627.68
Jawa_Barat 2013 | 19237.61 | 1472.45 80.07 1552.53
Jawa_Tengah 2013 | 13343.36 | 1670.86 82.52 1753.38
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2013 | 2583.06 828.33 34.50 862.83
Jawa_Timur 2013 | 17372.77 | 1496.59 48.05 1544.64
Bali 2013 | 4109.38 792.37 43.84 836.20
Nusa_Tenggara_Timur 2013 | 2393.07 | 1003.99 77.82 1081.81
Nusa_Tenggara_Barat 2013 | 2379.59 | 859.353 57.41 916.76
Kalimantan_Barat 2013 | 3262.31 | 1144.71 74.17 1218.89
Kalimantan_Tengah 2013 | 2809.10 | 1062.52 63.30 1125.82
Kalimantan_Selatan 2013 | 4350.81 683.51 41.55 725.06
Kalimantan_Timur 2013 | 11631.70 55.54 8.05 63.59
Sulawesi_Utara 2013 | 2062.08 885.68 54.35 940.03
Gorontalo 2013 | 1052.63 652.28 43.01 695.30
Sulawesi_Tengah 2013 | 2132.94 994.66 65.95 1060.61
Sulawesi_Barat 2013 | 1073.86 685.50 47.02 732.51
Sulawesi_Selatan 2013 | 4867.59 | 1089.77 64.26 1154.04
Sulawesi_Tenggara 2013 | 1972.56 981.04 53.27 1034.30
Maluku 2013 | 1545.46 897.66 53.42 951.08
Maluku_Utara 2013 | 1315.90 772.59 69.69 842.28
Papua 2013 | 8361.14 | 1889.27 133.90 2023.17
Papua_Barat 2013 | 5637.70 | 1064.87 64.93 1129.80
Nangroe_Aceh_Darussalam 2014 | 11606.32 | 1201.61 72.95 1274.57
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Sumatera_Utara 2014 | 7772.03 1349.13 59.73 1408.86
Sumatera_Barat 2014 | 3635.84 | 1129.89 54.11 1183.99
Riau 2014 | 8132.41 820.98 43.74 864.72
Kepulauan_Riau 2014 | 2919.19 698.01 41.68 739.69
Jambi 2014 | 3165.06 948.34 49.36 997.69
Sumatera_Selatan 2014 | 6237.37 985.54 62.75 1048.30
Bangka_Belitung 2014 | 1719.59 806.82 43.37 850.19
Bengkulu 2014 | 1986.24 955.10 53.93 1009.02
Lampung 2014 | 4526.53 | 1136.05 48.85 1184.90
DKI_Jakarta 2014 | 43824.30 | 85985.28 0.00 85985.28
Banten 2014 | 7068.43 728.49 12.54 741.03
Jawa_Barat 2014 | 22310.95 | 1687.69 78.22 1765.90
Jawa_Tengah 2014 | 15157.46 | 1803.93 79.17 1883.10
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2014 | 3139.87 899.92 37.13 937.06
Jawa_Timur 2014 | 20772.48 | 1866.55 101.88 1968.42
Bali 2014 | 4577.68 832.30 41.60 873.90
Nusa_Tenggara_Timur 2014 | 2787.59 | 1131.69 74.24 1205.92
Nusa_Tenggara_Barat 2014 | 2789.43 980.39 54.66 1035.05
Kalimantan_Barat 2014 | 3719.77 | 1290.22 63.19 1353.41
Kalimantan_Tengah 2014 | 3129.69 | 1152.43 61.93 1214.36
Kalimantan_Selatan 2014 | 4793.16 701.73 54.19 755.92
Kalimantan_Timur 2014 | 11285.83 57.31 1.04 58.35
Sulawesi_Utara 2014 | 2320.81 949.85 59.68 1009.53
Gorontalo 2014 | 1209.05 734.28 42.37 776.65
Sulawesi_Tengah 2014 | 2440.23 | 1087.89 63.94 1151.83
Sulawesi_Barat 2014 | 1240.24 776.21 50.59 826.80
Sulawesi_Selatan 2014 | 5503.16 | 1209.60 72.98 1282.58
Sulawesi_Tenggara 2014 | 2189.56 | 1053.64 58.75 1112.39
Maluku 2014 | 1823.03 | 1019.70 70.13 1089.84
Maluku_Utara 2014 | 1508.58 906.62 74.62 981.25
Papua 2014 | 10709.82 | 1991.20 120.51 2111.71
Papua_Barat 2014 | 5762.35 | 1122.26 61.22 1183.48




Data Penelitian Regresi Data Panel Pertumbuhan Ekonomi*

Provinsi Periode | PDRB' POV’ UE® df*
Nangroe_Aceh_Darussalam 2009 71.70 21.80 8.71 0.055
Sumatera_Utara 2009 236.35 11.51 8.45 0.024
Sumatera_Barat 2009 76.75 9.54 7.97 0.013
Riau 2009 | 297.17 9.48 8.56 0.031
Kepulauan_Riau 2009 63.89 8.27 8.11 0.010
Jambi 2009 44.13 8.77 5.54 0.009
Sumatera_Selatan 2009 137.33 16.28 7.61 0.019
Bangka_Belitung 2009 23.00 7.46 6.14 0.004
Bengkulu 2009 16.39 18.59 5.08 0.004
Lampung 2009 88.93 20.22 6.62 0.011
DKI_Jakarta 2009 | 757.70 3.62 12.15 0.195
Banten 2009 | 152.56 7.64 14.97 0.021
Jawa_Barat 2009 | 689.84 11.96 10.96 0.069
Jawa_Tengah 2009 397.90 17.72 7.33 0.046
Daerah_lstimewa_Yogyakarta 2009 41.41 17.23 6.00 0.007
Jawa_Timur 2009 | 686.85 16.68 5.08 0.067
Bali 2009 60.29 5.13 3.13 0.014

! Dalam Milyar Rupiah
? Dalam Persen (%)
* Dalam Persen (%)

* Rasio Penerimaan Daerah (APBD-(DAU+DAK))
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Nusa_Tenggara_Timur 2009 24.20 23.31 3.97 0.003
Nusa_Tenggara_Barat 2009 44.10 22.75 6.25 0.006
Kalimantan_Barat 2009 54.28 9.30 5.44 0.008
Kalimantan_Tengah 2009 37.16 7.02 4.62 0.006
Kalimantan_Selatan 2009 51.46 5.12 6.36 0.016
Kalimantan_Timur 2009 285.59 7.73 10.83 0.054
Sulawesi_Utara 2009 33.03 9.79 10.56 0.004
Gorontalo 2009 7.07 25.01 5.89 0.001
Sulawesi_Tengah 2009 32.46 18.98 5.43 0.004
Sulawesi_Barat 2009 9.40 15.29 4,51 0.001
Sulawesi_Selatan 2009 99.95 12.31 8.90 0.015
Sulawesi_Tenggara 2009 25.66 18.93 4.74 0.004
Maluku 2009 7.07 28.23 10.57 0.004
Maluku_Utara 2009 4.69 10.36 6.76 0.001
Papua 2009 76.89 37.53 4.08 0.049
Papua_Barat 2009 18.14 35.71 7.56 0.022
Nangroe_Aceh_Darussalam 2010 79.15 21.00 8.37 0.054
Sumatera_Utara 2010 | 275.06 11.30 7.43 0.026
Sumatera_Barat 2010 87.23 9.50 6.95 0.011
Riau 2010 | 345.77 8.70 8.72 0.037
Kepulauan_Riau 2010 71.61 8.10 6.90 0.013
Jambi 2010 53.86 8.30 5.39 0.010
Sumatera_Selatan 2010 157.74 15.50 6.65 0.023
Bangka_Belitung 2010 35.56 6.50 5.57 0.004
Bengkulu 2010 28.85 18.30 4.59 0.004
Lampung 2010 150.56 18.90 5.63 0.012
DKI_Jakarta 2010 | 1075.18 3.50 11.05 0.197
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Banten 2010 | 271.47 7.20 13.68 0.023
Jawa_Barat 2010 | 906.69 11.30 10.33 0.074
Jawa_Tengah 2010 | 623.22 16.60 6.21 0.046
Daerah_lstimewa_Yogyakarta 2010 64.68 16.80 5.69 0.007
Jawa_Timur 2010 | 990.65 15.30 4.25 0.075
Bali 2010 93.79 4.90 3.06 0.015
Nusa_Tenggara_Timur 2010 45.85 23.00 3.34 0.003
Nusa_Tenggara_Barat 2010 70.12 21.60 5.29 0.006
Kalimantan_Barat 2010 86.07 9.00 4.62 0.009
Kalimantan_Tengah 2010 56.53 6.80 4.14 0.007
Kalimantan_Selatan 2010 85.31 5.20 5.25 0.015
Kalimantan_Timur 2010 | 418.21 7.70 10.10 0.060
Sulawesi_Utara 2010 51.72 9.10 9.61 0.005
Gorontalo 2010 15.48 23.20 5.16 0.002
Sulawesi_Tengah 2010 51.75 18.10 4.61 0.004
Sulawesi_Barat 2010 17.18 13.60 3.25 0.002
Sulawesi_Selatan 2010 | 171.74 11.60 8.37 0.016
Sulawesi_Tenggara 2010 48.40 17.10 4.61 0.004
Maluku 2010 18.43 27.70 9.97 0.003
Maluku_Utara 2010 14.98 9.40 6.03 0.002
Papua 2010 | 110.81 36.80 3.55 0.038
Papua_Barat 2010 41.36 34.90 7.68 0.024
Nangroe_Aceh_Darussalam 2011 | 108.22 19.60 9.00 0.049
Sumatera_Utara 2011 377.04 11.30 8.18 0.028
Sumatera_Barat 2011 118.67 9.00 8.02 0.009
Riau 2011 | 485.65 8.50 6.09 0.036
Kepulauan_Riau 2011 126.91 7.40 5.38 0.010
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Jambi 2011 | 103.52 8.70 4.63 0.011
Sumatera_Selatan 2011 226.67 14.20 6.60 0.023
Bangka_Belitung 2011 40.85 5.80 3.86 0.005
Bengkulu 2011 32.20 27.50 3.46 0.004
Lampung 2011 | 170.05 16.90 6.38 0.012
DKI_Jakarta 2011 | 1224.22 3.70 11.69 0.201
Banten 2011 | 306.17 6.30 13.74 0.023
Jawa_Barat 2011 | 1021.63 10.70 9.96 0.070
Jawa_Tengah 2011 692.56 15.80 7.07 0.044
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2011 71.37 16.10 4.39 0.007
Jawa_Timur 2011 | 1120.58 14.20 5.38 0.072
Bali 2011 | 104.61 4.20 2.95 0.015
Nusa_Tenggara_Timur 2011 48.82 21.20 3.11 0.004
Nusa_Tenggara_Barat 2011 68.18 19.70 5.25 0.007
Kalimantan_Barat 2011 96.73 8.60 4.60 0.009
Kalimantan_Tengah 2011 65.87 6.60 3.54 0.008
Kalimantan_Selatan 2011 98.78 5.30 6.29 0.019
Kalimantan_Timur 2011 | 515.19 6.80 11.43 0.069
Sulawesi_Utara 2011 57.35 8.50 10.10 0.005
Gorontalo 2011 17.41 18.80 6.74 0.001
Sulawesi_Tengah 2011 60.72 15.80 6.78 0.004
Sulawesi_Barat 2011 20.19 13.90 3.35 0.002
Sulawesi_Selatan 2011 | 198.29 10.30 8.13 0.016
Sulawesi_Tenggara 2011 55.76 14.60 4.69 0.004
Maluku 2011 21.37 23.00 10.81 0.003
Maluku_Utara 2011 17.08 9.20 5.34 0.002
Papua 2011 | 108.19 32.00 5.02 0.035

104



Papua_Barat 2011 44.25 31.90 6.73 0.021
Nangroe_Aceh_Darussalam 2012 | 114.55 18.58 9.06 0.044
Sumatera_Utara 2012 | 417.12 10.41 6.28 0.033
Sumatera_Barat 2012 131.44 8.00 6.65 0.011
Riau 2012 | 558.49 8.05 4.37 0.034
Kepulauan_Riau 2012 | 144.84 6.83 5.08 0.011
Jambi 2012 | 115.07 8.28 3.20 0.010
Sumatera_Selatan 2012 | 253.27 13.48 5.66 0.024
Bangka_Belitung 2012 45.40 5.37 3.43 0.004
Bengkulu 2012 36.21 17.51 3.62 0.004
Lampung 2012 187.35 15.65 5.20 0.015
DKI_Jakarta 2012 | 1369.43 3.70 9.94 0.189
Banten 2012 | 338.22 5.71 9.67 0.026
Jawa_Barat 2012 | 1128.25 9.89 9.08 0.084
Jawa_Tengah 2012 | 754.53 14.98 5.61 0.054
Daerah_lstimewa_Yogyakarta 2012 77.25 15.88 3.90 0.008
Jawa_Timur 2012 | 1248.77 13.08 411 0.075
Bali 2012 | 117.99 3.95 2.10 0.016
Nusa_Tenggara_Timur 2012 54.89 20.41 3.04 0.007
Nusa_Tenggara_Barat 2012 69.02 18.02 5.23 0.007
Kalimantan_Barat 2012 106.96 7.96 3.54 0.010
Kalimantan_Tengah 2012 73.43 6.19 3.14 0.008
Kalimantan_Selatan 2012 | 106.73 5.01 5.19 0.020
Kalimantan_Timur 2012 550.74 6.38 9.02 0.063
Sulawesi_Utara 2012 63.88 7.64 7.98 0.005
Gorontalo 2012 19.67 17.22 4.47 0.002
Sulawesi_Tengah 2012 69.64 14.94 3.95 0.005
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Sulawesi_Barat 2012 22.63 13.01 2.16 0.002
Sulawesi_Selatan 2012 | 228.29 9.82 6.01 0.018
Sulawesi_Tenggara 2012 64.69 13.06 4.14 0.005
Maluku 2012 24.66 20.76 7.71 0.003
Maluku_Utara 2012 19.34 8.06 4.82 0.002
Papua 2012 | 112.81 30.66 3.71 0.031
Papua_Barat 2012 47.42 27.04 5.42 0.016
Nangroe_Aceh_Darussalam 2013 | 103.05 17.72 10.12 0.046
Sumatera_Utara 2013 | 403.93 10.39 6.45 0.030
Sumatera_Barat 2013 127.10 7.56 7.02 0.010
Riau 2013 | 522.24 8.42 5.48 0.030
Kepulauan_Riau 2013 100.31 6.35 5.63 0.010
Jambi 2013 85.56 8.42 4.76 0.010
Sumatera_Selatan 2013 231.68 14.06 4.84 0.022
Bangka_Belitung 2013 38.93 5.25 3.65 0.004
Bengkulu 2013 27.39 17.75 4.61 0.004
Lampung 2013 | 164.39 14.39 5.69 0.014
DKI_Jakarta 2013 | 1255.93 3.72 8.63 0.191
Banten 2013 | 244.55 5.89 9.54 0.027
Jawa_Barat 2013 | 1070.18 9.61 9.16 0.086
Jawa_Tengah 2013 623.75 14.44 6.01 0.056
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2013 63.69 15.03 3.24 0.008
Jawa_Timur 2013 | 1136.33 12.73 4.30 0.077
Bali 2013 94.56 4.49 1.83 0.016
Nusa_Tenggara_Timur 2013 40.47 20.24 3.25 0.006
Nusa_Tenggara_Barat 2013 56.28 17.25 5.30 0.007
Kalimantan_Barat 2013 84.96 8.74 3.99 0.010
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Kalimantan_Tengah 2013 63.52 6.23 3.00 0.008
Kalimantan_Selatan 2013 83.36 4.76 3.66 0.018
Kalimantan_Timur 2013 | 425.43 6.38 7.95 0.056
Sulawesi_Utara 2013 53.40 8.50 6.79 0.005
Gorontalo 2013 11.75 18.01 4.15 0.002
Sulawesi_Tengah 2013 58.64 14.32 4.19 0.005
Sulawesi_Barat 2013 16.18 12.23 2.35 0.002
Sulawesi_Selatan 2013 184.78 10.32 5.10 0.018
Sulawesi_Tenggara 2013 40.73 13.73 4.38 0.005
Maluku 2013 13.25 19.27 9.91 0.003
Maluku_Utara 2013 7.73 7.64 3.80 0.002
Papua 2013 93.14 31.53 3.15 0.031
Papua_Barat 2013 50.91 27.14 4.40 0.022
Nangroe_Aceh_Darussalam 2014 | 130.45 16.98 9.02 0.044
Sumatera_Utara 2014 523.77 9.85 6.23 0.027
Sumatera_Barat 2014 | 167.04 6.89 6.50 0.011
Riau 2014 | 679.69 7.99 6.56 0.031
Kepulauan_Riau 2014 | 182.92 6.40 6.69 0.009
Jambi 2014 | 153.86 8.39 5.08 0.009
Sumatera_Selatan 2014 | 308.41 13.62 4.96 0.022
Bangka_Belitung 2014 56.39 4.97 5.14 0.004
Bengkulu 2014 45.24 17.09 3.47 0.004
Lampung 2014 | 231.01 14.21 4.79 0.014
DKI_Jakarta 2014 | 1761.41 4.09 8.47 -0.181
Banten 2014 | 432.76 5.51 9.07 0.027
Jawa_Barat 2014 | 1385.96 9.16 8.45 0.088
Jawa_Tengah 2014 | 925.66 13.58 5.68 0.057
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Daerah_lstimewa_Yogyakarta 2014 93.45 14.55 3.33 0.009
Jawa_Timur 2014 | 1540.70 12.28 4.19 0.081
Bali 2014 | 156.45 4.76 1.90 0.016
Nusa_Tenggara_Timur 2014 68.60 19.60 3.26 0.007
Nusa_Tenggara_Barat 2014 82.25 17.05 5.75 0.008
Kalimantan_Barat 2014 131.93 8.07 4.04 0.010
Kalimantan_Tengah 2014 89.87 6.07 3.24 0.008
Kalimantan_Selatan 2014 | 131.59 4.81 3.80 0.017
Kalimantan_Timur 2014 | 519.93 6.31 7.38 0.048
Sulawesi_Utara 2014 80.62 8.26 7.54 0.006
Gorontalo 2014 25.20 17.41 4.18 0.002
Sulawesi_Tengah 2014 90.26 13.61 3.68 0.006
Sulawesi_Barat 2014 29.39 12.05 2.08 0.002
Sulawesi_Selatan 2014 | 300.12 9.54 5.08 0.018
Sulawesi_Tenggara 2014 78.62 12.77 4.43 0.005
Maluku 2014 31.73 18.44 10.51 0.003
Maluku_Utara 2014 24.05 7.41 5.29 0.002
Papua 2014 | 123.18 27.80 3.44 0.037
Papua_Barat 2014 58.29 26.26 5.02 0.020

*Sumber Data:

Badan Pusat Statistik

Kementrian Keuangan Republik Indonesia
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3.
Data Penelitian Regresi Data Panel Kinerja Pembangunan Daerah*

Provinsi Periode |IPM® | DF PAD® DBH’ GI®

Nangroe_Aceh_Darussalam 2009 71.31 | 0.055 795.87 1012.73 0.29
Sumatera_Utara 2009 73.80 | 0.024 2106.07 360.21 0.32
Sumatera_Barat 2009 73.44 | 0.013 739.75 93.72 0.30
Riau 2009 75.60 | 0.031 1352.41 1879.15 0.33
Kepulauan_Riau 2009 74.54 | 0.010 398.95 643.39 0.29
Jambi 2009 72.45 | 0.009 526.44 293.43 0.27
Sumatera_Selatan 2009 72.61 | 0.019 1054.33 825.81 0.31
Bangka_Belitung 2009 72.55 | 0.004 246.80 104.32 0.29
Bengkulu 2009 72.55 | 0.004 287.78 48.88 0.30
Lampung 2009 70.93 | 0.011 860.36 160.50 0.35
DKI_Jakarta 2009 77.36 | 0.195 10601.06 | 8650.84 0.36
Banten 2009 70.06 | 0.021 1687.72 351.55 0.37
Jawa_Barat 2009 71.64 | 0.069 5520.99 1188.43 0.36
Jawa_Tengah 2009 72.10 | 0.046 4000.74 557.67 0.32
Daerah_Istimewa_Yogyakarta 2009 75.23 | 0.007 590.85 61.05 0.38
Jawa_Timur 2009 71.06 | 0.067 5708.03 957.08 0.33
Bali 2009 71.52 | 0.014 1163.95 128.71 0.31
Nusa_Tenggara_Timur 2009 66.60 | 0.003 255.65 55.08 0.36
Nusa_Tenggara_Barat 2009 64.66 | 0.006 474.45 98.72 0.35
Kalimantan_Barat 2009 68.79 | 0.008 579.58 112.56 0.32
Kalimantan_Tengah 2009 74.36 | 0.006 382.02 158.94 0.29
Kalimantan_Selatan 2009 69.30 | 0.016 1024.63 477.58 0.35

> Dalam Persen (%)

® Dalam Milyar Rupiah
’ Dalam Milyar Rupiah
® Rasio Indeks Gini (%)
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Kalimantan_Timur 2009 75.11 | 0.054 2218.78 3100.09 0.38
Sulawesi_Utara 2009 75.68 | 0.004 331.08 62.75 0.31
Gorontalo 2009 69.79 | 0.001 109.41 15.72 0.35
Sulawesi_Tengah 2009 70.70 | 0.004 275.19 66.99 0.34
Sulawesi_Barat 2009 69.18 | 0.001 64.44 25.26 0.30
Sulawesi_Selatan 2009 70.94 | 0.015 1242.77 206.23 0.39
Sulawesi_Tenggara 2009 69.52 | 0.004 223.13 58.90 0.36
Maluku 2009 70.96 | 0.004 146.19 57.78 0.31
Maluku_Utara 2009 68.63 | 0.001 73.29 70.31 0.33
Papua 2009 64.53 | 0.049 369.73 423.55 0.38
Papua_Barat 2009 68.58 | 0.022 73.62 364.03 0.35
Nangroe_Aceh_Darussalam 2010 67.09 | 0.054 796.95 320.17 0.30
Sumatera_Utara 2010 67.09 | 0.026 2554.78 405.84 0.35
Sumatera_Barat 2010 67.25 | 0.011 1006.82 108.76 0.33
Riau 2010 68.65 | 0.037 1339.27 2905.30 0.33
Kepulauan_Riau 2010 65.39 | 0.013 522.01 996.07 0.29
Jambi 2010 64.44 | 0.010 686.63 423.43 0.30
Sumatera_Selatan 2010 65.35 | 0.023 1371.08 1293.17 0.34
Bangka_Belitung 2010 63.71 | 0.004 328.12 100.57 0.30
Bengkulu 2010 66.02 | 0.004 351.09 54.77 0.37
Lampung 2010 71.13 | 0.012 1118.34 237.47 0.36
DKI_Jakarta 2010 76.31 | 0.197 12891.99 | 9535.61 0.36
Banten 2010 66.08 | 0.023 2321.59 417.01 0.42
Jawa_Barat 2010 66.15 | 0.074 7252.24 1303.16 0.36
Jawa_Tengah 2010 75.37 | 0.046 4785.13 614.57 0.34
Daerah_lstimewa_Yogyakarta 2010 65.36 | 0.007 740.20 87.82 0.41
Jawa_Timur 2010 67.54 | 0.075 7478.53 1175.39 0.34
Bali 2010 70.10 | 0.015 1393.73 150.96 0.37
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Nusa_Tenggara_Timur 2010 59.21 | 0.003 298.15 68.31 0.38
Nusa_Tenggara_Barat 2010 61.16 | 0.006 515.34 158.43 0.40
Kalimantan_Barat 2010 61.97 | 0.009 777.24 135.89 0.37
Kalimantan_Tengah 2010 65.96 | 0.007 504.22 181.05 0.30
Kalimantan_Selatan 2010 65.20 | 0.015 1286.26 452.21 0.37
Kalimantan_Timur 2010 71.31 | 0.060 2714.82 4274.66 0.37
Sulawesi_Utara 2010 67.83 | 0.005 418.74 74.31 0.37
Gorontalo 2010 63.29 | 0.002 133.15 26.93 0.43
Sulawesi_Tengah 2010 66.00 | 0.004 411.80 71.24 0.37
Sulawesi_Barat 2010 62.65 | 0.002 90.21 33.06 0.36
Sulawesi_Selatan 2010 65.99 | 0.016 1545.59 224.39 0.40
Sulawesi_Tenggara 2010 59.74 | 0.004 339.36 71.84 0.42
Maluku 2010 64.27 | 0.003 169.57 75.11 0.33
Maluku_Utara 2010 62.79 | 0.002 77.84 99.10 0.34
Papua 2010 59.60 | 0.038 380.03 538.98 0.41
Papua_Barat 2010 54.45 | 0.024 125.77 834.80 0.38
Nangroe_Aceh_Darussalam 2011 67.45 | 0.049 802.84 1494.79 0.33
Sumatera_Utara 2011 67.34 | 0.028 3578.46 386.54 0.35
Sumatera_Barat 2011 67.81 | 0.009 1147.30 92.23 0.35
Riau 2011 68.90 | 0.036 2210.13 2729.96 0.36
Kepulauan_Riau 2011 66.14 | 0.010 620.90 829.26 0.32
Jambi 2011 65.12 | 0.011 984.23 466.59 0.34
Sumatera_Selatan 2011 65.96 | 0.023 1849.12 1313.46 0.34
Bangka_Belitung 2011 64.20 | 0.005 459.21 201.04 0.30
Bengkulu 2011 66.59 | 0.004 440.93 68.26 0.36
Lampung 2011 71.61 | 0.012 1395.68 251.10 0.37
DKI_Jakarta 2011 76.98 | 0.201 17825.99 | 6939.80 0.44
Banten 2011 66.64 | 0.023 2895.57 343.93 0.40
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Jawa_Barat 2011 66.67 | 0.070 8502.64 1298.76 0.41
Jawa_Tengah 2011 75.93 | 0.044 5564.23 622.22 0.38
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2011 66.06 | 0.007 867.11 82.04 0.40
Jawa_Timur 2011 68.22 | 0.072 8898.62 1125.55 0.37
Bali 2011 70.87 | 0.015 1723.62 128.70 0.41
Nusa_Tenggara_Timur 2011 60.24 | 0.004 391.83 87.83 0.36
Nusa_Tenggara_Barat 2011 62.14 | 0.007 | 741.29 162.67 0.36
Kalimantan_Barat 2011 62.35 | 0.009 1080.46 154.01 0.40
Kalimantan_Tengah 2011 66.38 | 0.008 815.24 235.36 0.34
Kalimantan_Selatan 2011 65.89 | 0.019 1868.60 653.44 0.37
Kalimantan_Timur 2011 72.02 | 0.069 4501.21 5206.24 0.38
Sulawesi_Utara 2011 68.31 | 0.005 535.09 80.36 0.39
Gorontalo 2011 64.27 | 0.001 158.08 26.19 0.46
Sulawesi_Tengah 2011 66.65 | 0.004 519.97 82.76 0.38
Sulawesi_Barat 2011 63.48 | 0.002 114.31 35.30 0.34
Sulawesi_Selatan 2011 66.52 | 0.016 1959.52 258.39 0.41
Sulawesi_Tenggara 2011 60.63 | 0.004 346.17 82.74 0.41
Maluku 2011 64.75 | 0.003 221.88 79.62 0.41
Maluku_Utara 2011 63.19 | 0.002 84.81 99.38 0.33
Papua 2011 59.90 | 0.035 363.10 545.08 0.42
Papua_Barat 2011 55.01 | 0.021 152.16 742.88 0.40
Nangroe_Aceh_Darussalam 2012 67.81 | 0.044 901.72 373.31 0.32
Sumatera_Utara 2012 67.74 | 0.033 4052.10 460.16 0.33
Sumatera_Barat 2012 68.36 | 0.011 1225.47 192.83 0.36
Riau 2012 69.15 | 0.034 2588.69 3067.17 0.40
Kepulauan_Riau 2012 66.94 | 0.011 723.05 1110.42 0.35
Jambi 2012 65.79 | 0.010 995.82 567.52 0.34
Sumatera_Selatan 2012 66.61 | 0.024 2001.74 1617.24 0.40
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Bangka_Belitung 2012 64.87 | 0.004 438.37 162.28 0.29
Bengkulu 2012 67.21 | 0.004 483.77 79.06 0.35
Lampung 2012 72.36 | 0.015 1678.70 310.62 0.36
DKI_Jakarta 2012 77.53 | 0.189 22040.80 | 11279.64 0.42
Banten 2012 67.21 | 0.026 3395.88 454.58 0.39
Jawa_Barat 2012 67.32 | 0.084 9982.92 1514.43 0.41
Jawa_Tengah 2012 76.15 | 0.054 6629.31 751.28 0.38
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2012 66.74 | 0.008 1004.06 118.43 0.43
Jawa_Timur 2012 68.92 | 0.075 9725.63 1523.96 0.36
Bali 2012 71.62 | 0.016 2042.09 180.27 0.43
Nusa_Tenggara_Timur 2012 60.81 | 0.007 459.66 100.88 0.36
Nusa_Tenggara_Barat 2012 62.98 | 0.007 745.98 191.53 0.35
Kalimantan_Barat 2012 63.41 | 0.010 1164.43 182.69 0.38
Kalimantan_Tengah 2012 66.66 | 0.008 945.36 294.57 0.33
Kalimantan_Selatan 2012 66.68 | 0.020 2517.52 843.08 0.38
Kalimantan_Timur 2012 72.62 | 0.063 5409.95 5984.33 0.36
Sulawesi_Utara 2012 69.04 | 0.005 633.65 99.29 0.43
Gorontalo 2012 65.00 | 0.002 180.04 30.86 0.44
Sulawesi_Tengah 2012 67.26 | 0.005 605.82 97.60 0.40
Sulawesi_Barat 2012 64.16 | 0.002 140.40 43.68 0.31
Sulawesi_Selatan 2012 67.07 | 0.018 2198.776 | 309.48 0.41
Sulawesi_Tenggara 2012 61.01 | 0.005 439.18 115.21 0.40
Maluku 2012 65.43 | 0.003 267.50 91.69 0.38
Maluku_Utara 2012 63.93 | 0.002 115.91 117.28 0.34
Papua 2012 60.30 | 0.031 623.16 442.48 0.44
Papua_Barat 2012 55.55 | 0.016 175.45 576.13 0.43
Nangroe_Aceh_Darussalam 2013 68.30 | 0.046 1325.44 1507.85 0.34
Sumatera_Utara 2013 68.36 | 0.030 4091.29 432.33 0.35
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Sumatera_Barat 2013 68.91 | 0.010 1366.18 137.02 0.36
Riau 2013 69.91 | 0.030 2725.62 2844.81 0.37
Kepulauan_Riau 2013 67.76 | 0.010 907.98 1060.97 0.36
Jambi 2013 66.16 | 0.010 1063.92 599.95 0.35
Sumatera_Selatan 2013 67.50 | 0.022 2021.70 1753.51 0.38
Bangka_Belitung 2013 65.73 | 0.004 495.80 146.53 0.31
Bengkulu 2013 67.92 | 0.004 525.21 71.11 0.39
Lampung 2013 73.02 | 0.014 1771.30 263.27 0.36
DKI_Jakarta 2013 78.08 | 0.191 26852.19 | 9088.36 0.43
Banten 2013 68.02 | 0.027 4118.55 498.32 0.40
Jawa_Barat 2013 68.25 | 0.086 12360.11 | 1398.01 0.41
Jawa_Tengah 2013 76.44 | 0.056 8212.80 714.43 0.39
Daerah_lIstimewa_Yogyakarta 2013 67.55 | 0.008 1216.10 94.73 0.44
Jawa_Timur 2013 69.47 | 0.077 11596.38 | 1374.73 0.36
Bali 2013 72.09 | 0.016 2529.98 144,51 0.40
Nusa_Tenggara_Timur 2013 61.68 | 0.006 528.8321 | 84.03 0.35
Nusa_Tenggara_Barat 2013 63.76 | 0.007 858.45 158.24 0.36
Kalimantan_Barat 2013 64.30 | 0.010 1347.40 163.16 0.40
Kalimantan_Tengah 2013 67.41 | 0.008 1093.82 316.66 0.35
Kalimantan_Selatan 2013 67.17 | 0.018 2502.28 780.06 0.36
Kalimantan_Timur 2013 73.21 | 0.056 885.26 5272.17 0.37
Sulawesi_Utara 2013 69.49 | 0.005 789.63 89.91 0.42
Gorontalo 2013 65.79 | 0.002 214.68 26.80 0.44
Sulawesi_Tengah 2013 67.92 | 0.005 662.23 100.19 0.41
Sulawesi_Barat 2013 64.70 | 0.002 154.13 39.59 0.35
Sulawesi_Selatan 2013 67.55 | 0.018 2560.05 268.13 0.43
Sulawesi_Tenggara 2013 61.53 | 0.005 514.86 126.59 0.43
Maluku 2013 66.09 | 0.003 304.36 75.75 0.37
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Maluku_Utara 2013 64.78 | 0.002 165.89 98.39 0.32
Papua 2013 60.91 | 0.031 597.71 487.86 0.44
Papua_Barat 2013 56.25 | 0.022 236.28 1862.95 0.43
Nangroe_Aceh_Darussalam 2014 68.81 | 0.044 1731.13 1277.12 0.32
Sumatera_Utara 2014 68.87 | 0.027 4416.81 403.80 0.32
Sumatera_Barat 2014 69.36 | 0.011 1729.22 148.06 0.33
Riau 2014 70.33 | 0.031 3245.09 3367.09 0.35
Kepulauan_Riau 2014 68.24 | 0.009 1070.21 925.27 0.40
Jambi 2014 66.75 | 0.009 1281.24 516.83 0.33
Sumatera_Selatan 2014 68.06 | 0.022 2407.91 1934.57 0.40
Bangka_Belitung 2014 66.42 | 0.004 562.93 174.95 0.30
Bengkulu 2014 68.27 | 0.004 672.06 95.56 0.36
Lampung 2014 73.40 | 0.014 2274.69 287.58 0.35
DKI_Jakarta 2014 78.39 | -0.181 31274.22 | 9591.55 0.43
Banten 2014 68.78 | 0.027 4899.13 418.84 0.40
Jawa_Barat 2014 68.80 | 0.088 15038.15 | 1496.60 0.41
Jawa_Tengah 2014 76.81 | 0.057 9916.36 659.53 0.38
Daerah_Istimewa_Yogyakarta 2014 68.14 | 0.009 1464.60 76.76 0.42
Jawa_Timur 2014 69.89 | 0.081 14442.22 | 1516.91 0.37
Bali 2014 72.48 | 0.016 2920.42 144.53 0.42
Nusa_Tenggara_Timur 2014 62.26 | 0.007 763.34 76.82 0.36
Nusa_Tenggara_Barat 2014 64.31 | 0.008 1115.06 177.03 0.38
Kalimantan_Barat 2014 64.89 | 0.010 1621.61 178.46 0.39
Kalimantan_Tengah 2014 67.77 | 0.008 1253.71 343.06 0.35
Kalimantan_Selatan 2014 67.63 | 0.017 2898.70 767.80 0.36
Kalimantan_Timur 2014 73.82 | 0.048 6663.11 4194.97 0.35
Sulawesi_Utara 2014 69.96 | 0.006 937.68 84.42 0.42
Gorontalo 2014 66.43 | 0.002 281.92 23.66 0.41
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Sulawesi_Tengah 2014 68.49 | 0.006 824.61 87.95 0.37
Sulawesi_Barat 2014 65.17 | 0.002 223.70 29.94 0.35
Sulawesi_Selatan 2014 68.07 | 0.018 3029.12 248.81 0.42
Sulawesi_Tenggara 2014 62.24 | 0.005 599.94 123.63 0.41
Maluku 2014 66.74 | 0.003 425.43 75.63 0.35
Maluku_Utara 2014 65.18 | 0.002 203.06 108.43 0.32
Papua 2014 61.28 | 0.037 944.93 532.11 0.41
Papua_Barat 2014 56.75 | 0.020 306.67 1600.16 0.44

*Sumber Data:

Badan Pusat Statistik

Kementrian Keuangan Republik Indonesia




LAMPIRAN IV

UJI SPESIFIKASI MODEL

1. Pertumbuhan Ekonomi

1. Uji Likelihood

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ102
Tes

Effects Test Statistic Prob.
Cross-section F 3017705 (5,189) 0.0121
Cross-section Chi-square 15207755 0.0095
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PORB
Method: Panel Least Squares
Date: 012717 Time: 03.37
Sample: 1198
Periods included: 33
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 193
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 153.5003 6347286 2418361 0.0165
OF 4309.640 542 G853 8.862669 0.0000
POV -8 483552 2604050  -3.257330 0.0013
LE 12.94700 a8.072820 1.603777 0.1104
R-squared 0.385965 Mean dependent var 2322438
Adjusted R-squared 0386624 S.D. dependentvar 336.0652
S.E. ofregression 2632006 Akaike info criterion 14.00371
Sum squared resid 13439264 Schwarz criterion 14.07013
Log likelihood -1382.367 Hannan-Cluinn criter. 14.03059
F-statistic 42 39112 Durbin-\Watson stat 1.605080
Prob(F-statistic) 0.000000
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2. Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: EQ102
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-3q. Statistic  Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 14.056843 3 0.0023
** WARMING: estimated cross-section random effects variance is zero.
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random War(Diff.) Prob.
OF 4331.435. . 4809 640469 5243 926572 0.7634
POV -6.581011 -8.483552 0.3187490 0.0008
UE 20440167  12.946999 7. 764760 0.0072
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: PORB
Method: Panel Least Squares
Date: 012717 Time: 03:39
Sample: 1198
Periods included: 33
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 193
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 8239765 66.09872 1.246585 02141
OF 4831.436 534.0348 9047042 0.0000
POV -6.581011 2600897  -2534130 0.0121
UE 2044017 8349471 24480749 0.0153
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0440622 WMean dependentvar 2322438
Adjusted R-squared 0416945 S5.D. dependentvar 336.0652
S.E. of regression 286.6129 Akaike info criterion 13.97740
Sum squared resid 12445682 Schwarz criterion 1412687
Log likelihood -1374.763 Hannan-Cluinn criter. 14.03790
F-statistic 18.60941 Durbin-Watson stat 1.719482

Prob(F-statistic) 0.000000
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2. Indeks Pembangunan Manusia

1. Uji Likelihood

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ100

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic Prob.
Cross-section F 9718618 (5,188) 0.0000
Cross-section Chi-sguare 45 520158 0.0000
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 0U27M7 Time: 03:41
Sample: 1198
Periods included: 33
Cross-sections included: @
Total panel (balanced) observations: 198
Yariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7922125 2425714 32 65895 0.0000
OF 7.832956 8774738 0.892671 0.3731
Gl -36.04882 6.640052  -5429163 0.0000
DBH 0.000351 0.000238 1.473306 01423
PAD 0.000447 9.41E-05 4753812 0.0000
R-squared 0.354337 WMean dependentvar G7.56460
Adjusted R-squared 0.341517 S5.D. dependentvar 4480623
3.E. of regression 3644009 Akaike info criterion 5443974
Sum squared resid 2862.809 Schwarz criterion 5832011
Log likelihood -534 4485 Hannan-Cluinn criter. 5.482585
F-statistic 26.54308 Durbin-Watson stat 1.589656
Prob(F-statistic) 0.000000
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2.

Uji Hausman Test

Caorrelated Random Effects - Hausman Test
Equation: EQ100
Test cross-section random effects

120

Test Summary Chi-5q. Statistic  Chi-Sq. d.f. Praob.
Cross-section random 45839357 4 0.0000
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random War(Diff.) Prab.
OF 7.327372 7.831921 2151892 0.7309
Gl -22 608307 -35.610311 7.089831 0.0000
DEH 0.000363 0.000351 0.000000 0.3958
PAD 0.000437 0.000447 0.000000 0.5746
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 012717 Time: 03:42
Sample: 1188
Periods included: 33
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 198
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 74.31329 2404753 3090266 0.0000
OF 7327372 2.064827 0908559 0.3647
Gl -22 60831 6.579665  -3.436088 0.0007
DBEH 0.000363 0.000215 1.6851749 0.0936
PAD 0.000437 8.68E-05 5033856 0.0000
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0487385 Mean dependentwvar 67 56460
Adjusted R-squared 0462844 SD. dependentvar 4490628
S.E. of regression 32891221  Akaike info criterion 5.269580
Sum squared resid 2036.442 Schwarz criterion 5.435654
Log likelinood -511.6884 Hannan-Cluinn criter. 5.336801
F-statistic 19.86074 Dwurbin-Watson stat 1.880427
ProbiF-statistic) 0.000000




LAMPIRAN V
HASIL OUTPUT

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: PDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 012717 Time: 03:45

Sample: 1188

FPeriods included: 33

Cross-sections included: @

Total panel (balanced) observations: 198

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 82 39765 66.09872 1.246585 02141
DOF 4831436 534.0348 9.047042 0.0000
POV -6.591011 2600897 -2534130 0.0121
UE 2044017 8.349471 2448079 0.0153
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0440622 Mean dependentvar 2322488
Adjusted R-squared 04168945 S5.0D. dependentwvar 336.0652
S.E. ofregression 2866129 Akaike info criterion 13.97740
Sum squared resid 12445682 Schwarz criterion 1412687
Log likelihood -1374.763  Hannan-Cluinn criter. 14.03790
F-statistic 18.60941 Durbin-Watson stat 1.719482

Prob(F-statistic) 0.000000
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2. Indeks Pembangunan Manusia

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Diate: 01277 Time: 0346
Sample: 1193

Periods included: 33
Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 198

Wariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 74313249 2404753 3090266 0.0000
OF 7327372 8.064827 09085549 0.3647
Gl -22 608231 6.579665  -3.436088 0.0007
CEBH 0.000363 0.000215 1.6851749 0.0936
PAD 0.000437 8.68E-05 5.033856 0.0000
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.487385 Mean dependentvar G67.56460
Adjusted R-squared 0462844 S5.D. dependentvar 4 490628
S.E. of regression 3291221  Akaike info criterion 5.269580
Sum squared resid 2036.442 Schwarz criterion 5435654
Log likelihood -511.6884 Hannan-Cuinn criter. 5.3363801
F-statistic 19.86074 Durbin-Watson stat 1.880427
Prob(F-statistic) 0.000000
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